BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sejauhmana efektivitas
penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) pada masyarakat adat di
Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:

a. Dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) melalui hukum
adat berlaku efektif dalam masyarakat adat yang ada di Desa Tuawolo.

b. Denda adat (nedah adat) yang diatur dalam hukum adat merupakan suatu kewajiban bagi
pelaku yang melakukan pencurian (temaka)

c. Menyelesaikan kasus pencurian (teamaka) melalui hukum Adat yang berlaku di Desa
Tuawolo, disebabkan karena masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan
hukum adat yang berlaku.

d. Penjatuhan sanksi adat bagi pelaku pencurian (ata temaka) dalam pelaksanaannya
masyarakat adat di Desa Tuawolo sangat erat memegang teguh hukum adat dan ajaran
agamanya.

e. Keputusan yang diambil oleh tetua adat dalam penerapan sanksi goka adat terhadap

pelaku pencurian (ata temaka).
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5.2. Saran

Penulis memberikan saran mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana adat terhadap
pelaku tindak pidana pencurian yang ada di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur
Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

a. Sebaiknya dalam penyelesaian perkara di desa tersebut harus ada kesepakatan antara
pemerintah Desa sehingga peraturan adat dalam penyelesaian suatu perkara dapat diatur
juga dalam peraturan pemerintah Desa.

b. Ketika terjadi suatu permasalahan di dalam masyarakat sebaiknya diselesaikan terlebih
dahulu dengan menggunakan hukum adat yang berlaku, kalau permasalahan tersebut
tidak dapat diselesaikan menggunakan hukum adat yang berlaku barulah masalah tersebut

dibawah ke hukum positif atau hukum nasional untuk diselesaikan.
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